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PUTUSAN
Nomor 2339/Pdt.G/2022/PA.Jr
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara
tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan
cerai antara:
PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak kerja,
tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Driver,

tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka

sidang;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Mei

2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor

2339/Pdt.G/2022/PA.Jr, tanggal 23 Mei 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 Desember
2020, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru
Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 0811/032/XI11/2020 tanggal 07
Desember 2020 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat duda
cerai;

2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami istri selama 1 tahun telah berhubungan layaknya suami istri
(ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Penggugat
di Dusun Krajan RT.005 RW. 002 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru
Kabupaten Jember dan belum mempunyai ;
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3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
dengan baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 yang lalu, rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah
kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah dan pulangnya
sampai 3 hari, selain itu Tergugat setiap punya masalah dan bertengkar
dengan Penggugat sikap Tergugat selalu pulang kerumah orang tua Tergugat
sampai 4 hari tanpa ada upaya untuk menyelesaikan masalah bersama;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan
tempat kediaman bersama pamit sejak bulan Maret 2022 dan sekarang berada
dirumah Tergugat Dusun Krajan RT.002 RW. 007 Desa Pondokdalem
Kecamatan Semboro Kabupaten Jember;

5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang
hingga sekarang sudah 2 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah
tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat
mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga
dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak
sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar alasan alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat
mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara
ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;
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Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan,

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat
agar mau rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan sesuai dengan pasal 14 ayat (1)
PERMA RI., Nomor 01 Tahun 2016, maka Penggugat dan Tergugat harus
menempuh upaya mediasi terlebih dahulu. Akan tetapi setelah Penggugat dan
Tergugat menempuh upaya tersebut dengan seorang mediator Akhmad Marjuki,
S.H ternyata upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal
tanggal 20 Juni 2022;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
permohonan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menjawab secara
lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa apa yang dikemukakan
Penggugat dalam surat gugatannya tersebut adalah benar dan tidak keberatan
untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat
mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 15
Agustus 2012 (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Sumberbaru Kabupaten Jember Nomor 0811/032/XI1/2020 tanggal 07
Desember 2020 (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti bukti surat tersebut, para pihak menyatakan
tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di
Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
— Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Saudara Sepupu

Penggugat;
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— Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di
rumah Penggugat di Dusun Krajan RT.005 RW. 002 Desa Karangbayat
Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dan belum mempunyai ;

— Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
lagi karena keduanya telah pisah rumah sejak bulan Maret 2022 hingga
sekarang ini sudah 2 bulan dan penyebab percekcokan mereka itu karena
Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan
tanpa alasan yang sah dan pulangnya sampai 3 hari, selain itu Tergugat setiap
punya masalah dan bertengkar dengan Penggugat sikap Tergugat selalu pulang
kerumah orang tua Tergugat sampai 4 hari tanpa ada upaya untuk
menyelesaikan masalah bersama;

— Awal pisah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama2
bulan dan sekarang Tergugat berada dirumah Tergugat;

— Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya
suami istri;

— Dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk
rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap
pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat

tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

— Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Saudara Sepupu
Penggugat;

— Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelah
menikah keduanya tinggal di rumah Penggugat di Dusun Krajan RT.005 RW.
002 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dan belum
mempunyai ;

— Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,
saksi tahu tidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah sejak bulan
Maret 2022 hingga sekarang selama 2 bulan dan penyebab percekcokan itu

karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan
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dan tanpa alasan yang sah dan pulangnya sampai 3 hari, selain itu Tergugat
setiap punya masalah dan bertengkar dengan Penggugat sikap Tergugat selalu
pulang kerumah orang tua Tergugat sampai 4 hari tanpa ada upaya untuk
menyelesaikan masalah bersama;

— Awal pisah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama?2
bulan dan sekarang Tergugat berada dirumah Tergugat;

— Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya
suami istri;

— Dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya untuk rukun lagi
akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari suaminya itu yaitu
bernama TERGUGAT;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan
Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan
apapun dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti
diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat
kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 73
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat
dan Tergugat agar mau rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan sesuai dengan
pasal 14 ayat (1) PERMA RI., Nomor 01 Tahun 2016, maka Penggugat dan

Tergugat harus menempuh upaya mediasi terlebih dahulu. Akan tetapi setelah
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Penggugat dan Tergugat menempuh upaya tersebut dengan seorang mediator
Akhmad Marjuki, S.H ternyata upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan
mediator tanggal tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada
pokoknya adalah bahwa setelah 1 tahun hidup bersama rumah tangga di antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan
tanpa alasan yang sah dan pulangnya sampai 3 hari, selain itu Tergugat setiap
punya masalah dan bertengkar dengan Penggugat sikap Tergugat selalu pulang
kerumah orang tua Tergugat sampai 4 hari tanpa ada upaya untuk menyelesaikan
masalah bersama;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil
gugatan Penggugat tersebut, maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat
telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari
keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap
fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 2 bulan, telah ternyata
Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup
berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat
dan Tergugat telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat
menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah
menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan
akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsagon gholidhon

mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga
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yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al Quran
surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal
3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa
perkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan telah sampai
pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya
kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian
penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah
perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian
merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah
tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling
membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut,
maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum
dalam Kitab Figih Sunnah Juz Il halaman 248 :

Y ipa ) o gesd pa) ced 1M Gad 3 pald d e qlbi ol gl of @ Al alay) cad

fon godelaled g ol pww o) gapa @ Jia gl g 28 a2l plgd da gl o £l
el ) galligeacay 3 WA Jad Nl Jg8 N e STl s @S o gk g Y @3l p)d Y
e g glial tp s dadlalgddra Gl Y lea el N LS 9 il Gl el o Aagid Aing 2
A A Blh @bl aa Yige B )

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai
kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya
menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan
suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau
menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya
berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan;
bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan
suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah
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tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim
berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan
Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi
pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT )

3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.

1.195.000.- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan
pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 M, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah
1443 H, oleh kami sebagai Ketua Majelis Drs. Moh. Khosidi, S.H., Drs. M.
Syaifudin Zuhri, S.H. dan Drs. H. Baidlowi, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Senin tanggal 20 Juni 2022 M, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1443 H,
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

hal. 8 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota | Ketua Majelis
ttd ttd
Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. Drs. Moh. Khosidi, S.H.
Hakim Anggota Il
ttd
Drs. H. Baidlowi, S.H. Panitera Pengganti,
ttd

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara : . .
Untuk salinan yang sama bunyinya,

1. Pendaftaran :Rp. 30.000,00 Oleh,

2. Biaya Proses :Rp. 75.000,00 Pengadilan Agama Jember

3. Biaya Panggilan :Rp.1.050.000,00

4. Biaya PNBP :Rp. 20.000,00

5. Redaksi :Rp. 10.000,00

6. Materai Rp. 10.000,00 i

Akhmad Muzaeri, S.H.

Jumlah Rp.1.195.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

hal. 9 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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